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BUPATI MERANGIN |

bahwa dengan telah ditetaﬁkan Keputusan Menleri
Dalam Negevri Nomor : 119 Tahun 1998 Tentang Ruang
Lingkup dan Jjenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II , maka Retirbusi Pelayanan
Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah merupa-
kan Jjenis Retirbusi Daerah Tingkat II.

bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimak-
sud pada huruf a diatas. perlu diatur dengan
Peraturan Dasrah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok aAgraria ( Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia tahun 1960 ; Tambahan Lembaran

A

NMegara Nomor: 2043 )

Undang-Undang Nomoy : 7 tahun 1965 ( LN 1965 No.
50 ) tentanyg Pembentukan Daserah Tingkat II Sarc-—
langun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
i dengan mengubah Undang-Undang Nomor: 12 tahun
1956 ( Lembaran Negara tahun 1956 Nomor: 25 )
tentang Pembentukan Daerah Otornom Kabupaten di
Prowinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor : & Tahun 1981 tentanyg Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1981 Nomov: /6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor : 3209 ).

Undang-Undang Ncomor: 24 tahun 1992 tentang Pena-
taan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1992 Nomor 41.7ambahan Lembaran Negar «
Republih Indonevsia Momo: 3501. )
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak
Caerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685.)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomoy 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2000 Nomor 246 » Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048 );

Undang -Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Paerah ( Lembaran Negara tahun 1999
Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perim~
bangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negaratahun 1999 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Negara No.3848).

Undang -Undang Nomor 54 tahun 1999 Lentang Femben-
Eidkarn Kabupaten Sarclangun,Kabupaten Tebo v
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara tahun 1999 Nomoy . 182

N

Tambashan Lambaran Negara No.3903 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Felaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981
Nomor & ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3256, )

Peraturan Pemerintah Nomor : 66 tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara R I tahun 2001
Nomor: 199:; Tambahan Lembaran Negara Nomor:413 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Nagara Republik Indo-
nesia tahun 1997 momor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesisa nomor 3692, )

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
PendaflLaran Tanah ( Leinbaran Negara Tahun 1997
Nomoy D, Tambaharn Lembaran Negara Nomor L7

Peraturan Pemerirntah Nomoy 25 tahun 2000 tentang
Kewenaingan Pemevintal dan Kewenangan Propinsi
sebagal Dasrah Otonom (Lembararn Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

Peraturan Pemerintah Nomor: 84 tahun 2000 tentang
Pedoman Ovrganisasi Perangkat Daerah ( Lembaran
Negava Tahun 2000 Nuiiwr @ 165 ),
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penvyusunan Peraturan Per
Undang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-—-Un-
dang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );

Keputusan Menterl Dalam Negor i Nomor 84 tahun L9873
tentang Bentuk Peralturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986
tentang Ketentuarn Umum Mengenal Penyidik Pegawai
Negeri $ipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkun-
gan Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun
1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun
1997 tentang Pedoman Taca Cara Pemungutan Retri-
busi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun
1997 tentang Yata Cara Funeriksaan dibidang Retri-
busi Daerah

Feputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998
tentany Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Dasrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun
1998 tentang Komponen larif Retribusi.
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DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUS KAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAMH KABURPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN CETAK PETA DAN PENDAFTARAN
TANAH
B AB I

KETENTUAN  UMUM

P asal ik
valam reraturan Daevah ini,yang dimaksud dengan:

Kabupaten adalalh Kabupaten Mevangin

Oy

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten
Merangin

Dewar Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
FPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

O

d. Bupati adalah Bupati Merangin

Dinas. Pendapatan adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Merangin.

@

T. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan
rabupaten Merangin

g. Kas Daevah adalah Kas Daerah Kabupaten
Merangin

h. Pata adalah gambar mengenali suatu lokasi/
wilayah dengan skala tertentu vang dapat
memberikan informasi mengenai batas-batas
wilayah,yang menunjukkan adanya Jjalan
ssungai,gunung,daratan ,laut dan informasi
permukaan bumi lain sesuai tujuan pembuatan
peta.






L. Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang
meliputl perseroan terbatas .perseroan koman-
diter , badan usaha milik negara atau daerah
dengan Mnéama atau bentuk apapun
,persekutuan,perkumpulan,fivma ,kongsi,kopera-
sl ,yayasan atau organisasi yang sejenis
,lembaga, dan pensiun , bentuk usaha tetap
serta bentuk badarn usaha lainnva.

J. Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan
PendaftaranTanah salanjutnya disebut Retribusi
adalah Pembayaran atas Felayanan untuk mempe-
roleh Peta dan atau Pendaftaran Tanah .

k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

embayaran Retribusi.

L. Retribusi Jasa Unuin adalah Retribusi atas Jasa
vang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk fujuan kepentingan dan pemanfaa-
tan umum sgevta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

m. Penyidikan Tindak pidana di bidang retribusi
daerah adalah serangkaian tindakan yang dilak-
ukan oleh penyidik Pegawal Negeri $ipil yang
selanjutnya disebut penyidik ,untuk mencari
dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membual terang tindak pidanadi bidang retri-
busi daerah yany terjadi serta menemukan
_ersangkanya

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

bengan nama Retribusi Pelayanan Cetak Peta dan
Pendesafataran Tarah dipungut Retribusi atas
Pelayanan untuk mempevoleh Peta dan Pendaftaran
Tanah pada Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten
Merangin.






Pasgal 3
(1) Yang menjadi Obyek Retribusi adalah Pelayanan
Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah
oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanahan.
(2) Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendafta-
ran Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi pelayanan
a. Pembuatan ,Pencetakan dan Penggandaan Peta
vang terdiri dari

1.Peta Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW )

2.Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
( RD TR KW )

3.Peta Rencana Umum Tata Ruarng Kota (RUTRK)
4.Peta Rencana Deiail Ruang Kota ( RDRK )
S.Peta Rencana Tehnik Ruang Kota ( RTRK )
6.Peta Hak Pengusahaan Hutan (CHPH)

7.Peta Ijin Pemanfaatan Kayu diluav kawasan
Hutan.

b. Pendaftaran Tanah vang meliputi kegiatan:

1. Penerbitan Sertifikat Tanah.

fo

Peralihan Hak karena ter jadi Jjual beli
hibah , lelang dan atau tukar menukar .

Pemindahan Hak Kay ena Way is

&

4. Pembebanan Mak Tanggungan
5. Rova/ Penghapusan Hak Tanggungan

&. Pemisahan atau Penggabungan Hak

oa s a1l 4

(1)¥ang menjadi Subvek Retribusi adalah Ovang
Pribadi atau Badan yang memperoleh Jjusa
pelayanan Dinas Pertanahan



(2)subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) vang dikenakan kewajiban membayar
retribuei menjadl wajib retribusi menurut

Feraturan Dsevah ini
B A I11
GOLONGAN RETRIBUSI
P a s a l 5
Febribusl Polayanan Cotak Peta dan Pelayanan

Pandaftaran Tanah digolongkan sebagal Retri-~
busi Jasa Umum Pelayanan Dinas Pertanahan.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah
lembar Peta yang diberikan dan perncatatan
Pendaftaran Tanah oleh Dinas Pertanahan.

B AR v

PRINSIP DALAM  FENETAPAN RETRIBUSI
Fa s oa lo 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
tarif retribusi tidak dipergunakan secara
langsung sebagali biaya operasional dalam
pembuatan,pengadaan dan penggandaan Peta.

(2)oana Retribusl sebagaimana dimaksud dalam ayat
{ 1) dipergunakan melalui pengelolaan a P B D
dan merupakan pencapatan dari sektor Dinas
Pertanahan. :






P asal 8
(1)basar pengenasan besarnya retribusi adalah :

s2.Untuk pelayanan Cetak Peta ditetapkan pro-
sentasi dari besarnya bilaya cetak peta
Rer meter

Iy .Untuk pelavanan pendaftaran tanah ditetap
karn tarif nominal tiap Jjenls kegiatan

( 2)Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dia-
tas,adalah mevupakan pendapatan davi Dinas
Pertanahan yany harus disetor ke Kas Daerah
melaluli Benrndaharawan khusus penevima pada
wantor Dinas Pevtanahan,

( 3)Bendaharawan khusus penerima sebagimana dimak-
sud ayat (1) pasal ini wajib menyetorkan ke
Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIT

Pasal 9

i

(1)Tarif Retribusi pelayanan cetak peta dibedakan
menJjadl

a.Untuk Pelayvanan CTetak Peta yang petanva
telah tersedia di Kantor Dinas Pertanahan
dan tinggal melaksanakan pencetakan ,disam-
ping pemohon dikenakan biaya cetak dikenakan
tarit retribusi sebesar 10 % X Jumlsh
lembar peta x harga cetak peta permeter.

b.Untuk Pelayanan cetak Pela yang petanva
belum tersedla rada Kantor Dinas
Paery tanahan,maka kepada pemohon dikenakan
bhiaya pembuatan/pengadaan dan pencetakaanya
,serta dikenakan tarif retribusi sebesar
5 % x Jjumlah lembar x harga cetak peta
permelLer .
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(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)

Tarif Rebvibugi

diberlakukan untuk pelayanan

NPT F R R P
teralivri ari

b

.Peta Rencana Detall Tata Ruang Kawasan

cetak peta yang

Peta Rencana Umum lata Ruanyg Kota (RUTRK)

Peta Rencana Detall Ruang Kota ( RDRK )

_Petas Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)

Peta Hak Pengusahaan Hutan { H P H )

.FPeta Ijin Pemanfaatan Kayu diluar kawasan

Hutan.

Pasal 10

FPelayanan

Pendaftaran
dibedakan tiap Jjeniz kegiatan pelavanannya sbb:

Tanah

Jenis Pelayanan

| Rety ibus.i

iSatuan

} Tari

.F

pPenerbitan Sertifikat

Pendaftaran PeralihanHak

dari Jual beli
daci Hibah
dari Lelang

- dar i tukar menukar

Pemindahan Hak Waris

pendaft. Hak Tanggungan

Roya Hak Tanggungan t

Pemisahan/Penggaburigan
Hak

]Sertifi |RP10.000,

| kat .

-sda-
-sda-
wacla-
~gda-
-sda~

SHT

SHT

l
|
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I
I
I
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i
l
|
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|
|
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{
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B 4 B VIII

PENGURANGAN , KFRINGANAN . DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Fa s al 14
(1 )X8upatl dapat memberilkan pengurangan

keringanan, dan 7/ atau pembebasan retribusi.

(2)Tata cara penguwangan , keringanan dan pembe-

bhasan retribusi ditestapkan dengan Keputusan

Bupati.
B AaAapB 1IX
KETENTUAN FPIDANA
" a s al 1%
(1 )Wajib retribusi vang tidak . 'melaksanakan

kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah di ancam hukuman kurungan paling lama
3(TIGA) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp
Z2LE00 . 000, Dua juta lima ratug vupiyah ).

-----

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
mevupakan tindakan peslanggaran

BAaB X

PENY IDIKAN

2 a s al 16

(1)Pejabat Pegawal Negeril Sipil tertentu diling-
kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagal penyidik untuk melakukan pen-
yidikan tindak pidana dibidang perpajakan
Daevah atau retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Undang—-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Fukum acara pidena.



(2)Wewenanyg penyidik sebageimana dimaksud pada
ayat (1) adalah

a.Menerima,mencari,mengunpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan Jjelas.

b.Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteran-

gan mengenal orvanyg pribadi atau badan ten-
tang kebenaran perbuatan  yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Daerah .

c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari

orang pribadli atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retvibusi Daerah.

d.Memeryiliksa buku-buku ,catatan—catatan , dan

dokumen—dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang rvetribusi Daerah.

. Melakukan penggeledahan unltuk mendapat kan

F

9

Dahan buktl perburuaan ,pencatatan dan  doku-
mavi-dokumen  lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelakganaan Lugas penyldikarn tindak pidana
dibidang retyibusi Daevah.

Menyuruh  berhenti dan atau melarang seseo-

rang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemervikssan sedang berlangsung cdan
memer iksa identitas ovang dan atau dokumen
vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
(&) pacal ini.

h.Memotret seseoranyg vyang berkaitan dergan

i

J

k

Lindak pildana retvibusi daerah.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagal tevrsangka atau saksi.

Menghentikan penvidikan .

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi menurut hukum yang dapat diper-
Langgunyg Jjawabkan.



(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
pasal ini memberitahukan dimulainya penylidikan
dan penyampaian hasi! penyidikan kepada penun—
tut umum sesual dengan ketentuan vang diatur

. dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang

’ hukum acara pidana

B N B XI
KETENTUAN  RPENUTUR
Pa s a 1 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur
leoli lanjut oleh Bupati
P as al 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal
= diundangkan.

Agar setiap ovang dapat mengetahuinya ,memrintah-
kan pengundangan Perelburan Daerah ini dengan
penempatannya  dalam lembaran Daerah Kabupaten
Merangin

Ditetapkan di : B a n g k o
Pacda Tanggal * 18 Desemberz00Q1
BURATI MERANGIN

ttd
H.ROTANI YUTAKA,SH.

Diundangkan di P B angk o

Pada tanggal * 23 Januari 2002 -
Nemer : 38 Seri C. '

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
ttd

Drs. H. AZIS YUSUF
Pembina TK.I NIP.010055931 .
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PENJEL.ASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 32 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUST FPELAYANAN CETAK FETA
DAN PENDAFTARAN TANAH

PENJELASAN UMUM.

Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah'dan Retribusi Daerah, maka dibuatlah Peraturén
Daerah ini, yang disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin
tentang Retribusi FPelayanan Cetak Peta dan Pendaftaran Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis~-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi
Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Merupakan

Jenis retribusi Daerah Tingkat IT.

Penetapan Feraturan Daerah ini agar dapat menjamin
terlaksana usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). sehingea dengan kemampuan keuangan yang semakin
meningkat akan member i manfaat besar bagi pembiliayaan
Pemerintah dan Pembangunan daerah. Salah satu sumber
Pendapatan asli daerak (PAD) dalam menunjang otonomi daerah
rang pada giliran nya nanti memiliki peran Fenting didalam
Ppembiayaan Ppembangunan daerah adalah melalui Pungutan
retribusi pelayanan cetak Peta dan pendaftaran tanah, sehingga
diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi
retribusi daerah sertas menghasilkan mutu dan Jenis pelayanan
kepada masyarakat .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cCukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 cukup Jelas
Pasal 4 cukup Jelas
Pasal 5 cCukup Jelas
Pasal 6 cCcukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 cCukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal le Cukup Jelas
Pasal 17 cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas






